Menimbang

Mengingat

a.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa Tempat Pelelangan lkan adalah merupakan sarana bagi
para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan, maka
dibutuhkan adanya jaminan kelancaran dan ketertiban

penyelenggaraan pelelangan ikan;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan dan penyelenggaraan
pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Tempat Pelelangan lkan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3647);
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. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha

Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;
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Peraturan Daerah Kabupaten Dati Il Pati Nomor 3 Tahun 1989
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Dati Il Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan
BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pati.
Bupati adalah Bupati Pati.

Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan atau dengan
sebutan lain yang membidangi kelautan dan perikanan di
Kabupaten Pati.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang dalam melaksanakan pelelangan ikan di
Tempat Pelelangan lkan.
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14.

15.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang
selanjutnya disebut Kepala UPT TPI adalah pengkoordinir
Kepala Tempat Pelelangan Ilkan yang diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas.

Kepala Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya disebut
Kepala TPl adalah Kepala Tempat Pelelangan lkan di
Kabupaten Pati.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPl adalah
tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk melakukan pelelangan ikan.

Pelelangan l|kan adalah penjualan ikan di hadapan umum
dengan cara penawaran meningkat.

Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat
dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan
basah maupun telah diawetkan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan
mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan
pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan.

Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik
sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil
penangkapan ikan di laut.

Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap
orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di
Tempat Pelelangan lkan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis,
Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
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19.

20.

21.

22.

Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumberdaya,
sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan
dengan efektif dan efisien.

Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan adalah pengelolaan
tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas
fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.

Penyelenggaraan Pelelangan lkan adalah kegiatan penyediaan
dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan
terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau
Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan
ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang
berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri
lainnya yang berbadan hukum.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pengguna fasilitas dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya
disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

BAB Il
PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan TPI berdasarkan asas transparan, manfaat, keadilan,

kemitraan, keterpaduan, efisiensi, dan berkelanjutan.



